
	
		
		    
			
			    
			
			
			    
			    
			    
			 
		    

		                     
				 Home
	 Add Document
	 Sign In
	 Register


			
			    
				
				    
					
					
					    
					

				    

				

			    

			

		    

		

	

	
    
	
	        	    
		    		Materi Kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus    	    

	    	    	Home 
	Materi Kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus


	

    




    
	
	    	    
		
		    
			
			    
				HUKUM-TINDAK-PIDANA-KHUSUSDeskripsi lengkap...			    

			        			    
    				Author: 
				    					Dewa Gede Agung				        			    

			    
			

			
			    

			     3 downloads
			     173 Views
			        			     838KB Size
			    			

			
			     Report
			

		    

		    
			
			    
				 DOWNLOAD .PDF
			    

			

			
			    
				
				
				    
				
				
				
				    
				
				
				    
				
			    

			    
				

			    

			

		    

		    

		    

		    
		    

		

            

            
                
                    Recommend Documents

                

		
		    									    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Khusus - Penadahan	    
	
	
	    Deskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		MATERI TINDAK PIDANA KORUPSI	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Hubungan Hukum Pidana Umum Dan Hukum Pidana Khusus - Copy	    
	
	
	    pidsus

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Hubungan Hukum Pidana Umum Dan Hukum Pidana Khusus - Copy	    
	
	
	    pidsus

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Materi Kuliah Hukum Konsumen	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		HUKUM PIDANA KHUSUS DI BIDANG PEREKONOMIAN	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Materi Kuliah Hukum Tata Negara	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Hukum Pidana	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Hukum Pidana	    
	
	
	    Hukum Pidana

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN PENCEMARAN NAMA BAIK	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TESIS KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN.pdf	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Surat Kuasa Khusus pidana	    
	
	
	    mebuat surat kuasa khusus secara lengkap dan mudah yang menyagkut hukum pidanaDeskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Surat Kuasa Khusus Pidana	    
	
	
	    Sample surat Kuasa PidanaDeskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Pemilu	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TINDAK PIDANA EKONOMI -	    
	
	
	    Deskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Perpajakan	    
	
	
	    Menjelaskan tindak pidana perpajakanFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Korupsi	    
	
	
	    korupsi, pancasila, hukumFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		makalah Tindak Pidana Korupsi.docx	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Kepabeanan	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Perpajakan	    
	
	
	    Menjelaskan tindak pidana perpajakanFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.docx	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Makalah Percobaan Tindak Pidana	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


					    		

            

        

        
	                	
		

		
		        		    
    			
			    				
			        			

    		    

		    		    
			
			    
								    				    Hukum Tindak Pidana Khusus



 A. Pengertian Pengertian pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Timbul pertanyaan apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini. Secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah ini. Oleh karena yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah UU Pidana yang berada di luar Hukum Pidana Umum yang mempunyai penyimpangan dari Hukum Pidana Umum baik dari segi



Hukum



Pidana



Materil



maupun



dari



segi



Hukum



Pidana



Formal.



Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur  perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat



dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Tindak Pidana Khusus itu



 Hukum Tindak pidana khusus ini diatur dalam UU di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU pidana merupakan indikator apakah UU pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan : tersendiri” 



“Hukum



Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi 



.



UU Pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.



 B. Dasar Hukum UU Pidana yang masih dikualifikasikan dikuali fikasikan sebagai Hukum Tindak Tindak Pidana Khusus adalah UU No 7 Drt 1955 (Hukum Pidana Ekonomi), UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2002 dan UU No 1/Perpu/2002 dan UU No 2/Perpu/2002.



Hukum Tindak Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau untuk orang/golongan tertentu. Hukum Tindak Pidana Khusus menyimpang dari Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal. Penyimpangan diperlukan atas dasar kepentingan hukum. Dasar Hukum UU Pidana Khusus dilihat dari hukum pidana adalah Pasal 103 KUHP. KUHP. Pasal 103 ini mengandung pengertian :



1. Semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap UU di luar KUHP sepanjang UU itu tidak menentukan lain. 2. Adanya kemungkinan UU termasuk UU Pidana di luar KUHP, KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana di dalamnya (tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap).



Perundang-undangan Perundang-undangan Pidana : 1. UU pidana dalam arti sesungguhnya, yaitu hak memberi pidana dari negara; 2. Peraturan Hukum Pidana dalam arti tersendiri, adalah memberi sanksi pidana terhadap aturan yang berada di luar hukum pidana umum



  Apabila diperhatikan suatu undang-undang dari segi hukum pidana ada bebebarapa substansi: 1. UU saja yang tidak mengatur ketentuan pidana (seperti UU No 1 Tahun 1974, UU No 7/1989 yang diubah dengan UU No 3/2006, UU No 8/1974 yang diubah dengan UU No 43/1999, UU No 22/1999 yang diubah denghan UU No 32/2004 , UU No 4 / 2004, UU No 23/1999 yang diubah dengan UU No 3/2004). 2. UU yang memuat ketentuan pidana, maksudnya mengancam dengan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu yang disebut dalam Bab ketentuan pidana. (seperti UU No 2/2004, UU No /1999, UU No 8/1999, UU No 7/1996, UU No 18/1997 yang diubah dengan UU No 34/2000, UU No 23/2004, UU No 23/20020, UU No 26/2000). 3. UU Pidana, maksudnya undang-undang yang merumuskan tindak pidana dan langsung mengancam dengan sanksi pidana dengan tidak mengatur bab tersendiri yang memuat ketentuan pidana. (seperti UU No 31/1999, UU No 20/2002, UU No 1/Perpu/2000, UU No 15/2002 yang diubah dengan UU No 25/2003) 4. UU Hukum Pidana adalah undang-undang yang mengatur ketentuan hukum pidana. Undangundang ini terdiri dari undang-undang pidana materil dan formal (undang-undang acara pidana). Kedua undang-undang hukum pidana ini dikenal dengan sebutan “Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (seperti KUHP, UU No 8/ 1981 tentang KUHAP, KUHP Militer). 5. Hukum Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan Hukum administrasi ( HPE, Hk. Pidana Fiscal, UU No 31 th 1999 khusus masalah penyalahgunaan kewenangan).



 C. Kekhususan T.P. Khusus. Hukum Tindak Pidana Khusus mempunyai ketentuan khusus dan penyimpangan terhadap hukum pidana umum, baik dibidang Hukum Pidana Materiil maupun dibidang Hukum Pidana Formal. Hukum Tindak Pidana Khusus berlaku terhadap perbuatan tertentu dan atau untuk golongan / orang-orang tertentu. Adapun kekhususan dari Tindak Pidana Khusus dapat berupa : 1. Kekhususan Hukum Tindak Pidana Khusus dibidang Hk. Pidana Materil. Penyimpangan dalam pengertian menyimpang dari ketentuan Hukum Pidana Umum dan dapat berupa: - Menentukan sendiri yang sebelumnya tidak ada dalam HPU disebut dengan ketentuan khusus. - Hukum Pidana bersifat elastis (ketentuan khusus). - Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman. (menyimpang). - Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ket. khs) - Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstra teritorial). (menyimpang/ket.khs) - Sub. Hukum berhubungan / ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ket. Khs)



 - Pegawai Negeri merupakan Sub. Hukum tersendiri.(ket. khs). - Mempunyai sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menetukan menjadi tindak pidana (ket.khus). - Pidana denda + 1/3 terhadap korporasi. (menyimpang). - Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ket. khs). - Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu.(ket.khs). - Tindak pidana bersifat transnasional. (ket.khs).



- Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi. (ket.khs). - Tindak pidananya dapat bersifat politik ( ket.khs). - Dapat pula berlaku asas retro active.



 2. Penyimpangan terhadap Hukum Pidana Formal, dapat berupa : - Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa maupun Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain; - Adanya gugatan perdata terhadap tersangka / terdakwa TP Korupsi. - Penuntutan Kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara; - Perkara pidana Khusus di adili di Pengadilan khusus (HPE); - Dianutnya Peradilan In absentia; - Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank; - Dianutnya Pembuktian terbalik; - Larangan menyebutkan identitas pelapor; - Perlunya pegawai penghubung;



 D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus - Tindak Pidana Korupsi - Tindak Pidana Pencucian Uang - Tindak Pidana HAM Berat - Tindak Pidana Terorisme - Tindak Pidana Narkotika - Tindak Pidana Lingkungan Hidup - Tindak Pidana Perdagangan Orang - Tindak Pidana Anak - Tindak Pidana Kehutanan - Dll.



 TINDAK PIDANA KORUPSI



 Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ????? KKN



 PENDAHULUAN Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur  penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undangundang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara



 INDONESIA NEGARA HUKUM. Segala sesuatu yang ada di indonesia diatur oleh hukum, - Hukum yang tertulis. - Hukum yang tidak tertulis/ adat / kebiasaan. - Hukum



Dilihat dalam garis - garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuanketentuan tentang :



1.



Aturan Umum Hukum Pidana dan Aspek Larangan Berbuat yang Disertai Ancaman Pidana.



2.



Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri sipembuat (Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan).



3.



Tindakan dan upaya - upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya.



 PEMAHAMAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI 



Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Pelbagai peraturan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi telah diterbitkan. Namun, praktik korupsi masih terus berulang dan semakin kompleks dalam realisasinya.







Pada tahun 2010, menurut data Pacific Economic and Risk Consultansy , Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Proyek Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah, sampai proses penegakkan hukum.







Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar  oleh masayarakat umum, seperti memberi hadiah kepada Pejabat / Pegawai Negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah sebagai kebiasaan dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.



 



Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satunya disebabkan karena masih kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosakata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat yang tinggal di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun jika ditanya kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang bisa menjawab secara benar  bentuk / jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.







Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar  pengertian korupsi didalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun hingga saat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang.







Menjadi lebih memahami pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal yang mudah. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebgai hal wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Seperti Gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi salah satu bentuk Tindak Pidana Korupsi.







Mengetahui bentuk / jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar  seseorang tidak melakukan korupsi.



 Apa Yang Dimaksud Dengan Korupsi ? 



Korupsi bersasal bahasa latin Corruptio, atau Corruptos Kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam beberapa bahasa, diantaranya yaitu : Bahasa Inggris : Corruption ( Corrupt ) Bahasa Belanda : Corruptie Bahasa Indonesia : Korupsi







Korupsi secara harfiah bisa berarti : 1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran 2. Perbuatan yg buruk (penggelapan, uang, penerimaan uang sogok, dsb) 3. Perbuatan yg kenyataan menimbulkan keadaan yg bersifat buruk







Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang dalam 30 buah Pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) bentuk / jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.



“



”



“



”



 Ketigapuluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokan sebagai berikut : 1.



Kerugian keuangan negara



2.



Suap - Menyuap



3.



Penggelapan dalam jabatan



4.



Pemerasan



5.



Perbuatan curang



6.



Benturan kepentingan dalam pengadaan



7.



Gratifikasi



 KERIGIAN KEUANGAN NEGARA Ps 2 & 3



PERBUATAN PEMERASAN Ps 12, e,g, f



SUAP MENYUAP Ps 5,6,11,12,13 PENGGELAPAN DLM JABATAN Ps 8, 9, Ps 10.a,b c



KORUPSI UU NO 31 TH 1999 JO UU NO 20 TH 2001



Benturan Kepentingan Ps 12 i



PERBUATAN CURANG Ps 7 ayat (1) a,b,C,d Ps 7 (2) Ps 12.b



Gratifikasi Ps 12 c 18



 Selain defenisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain tersebut tertuang dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Janis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas : 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak 2. benar. 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. 4. Saksi atau Ahli yang tidak memberika keterangan atau memberi keterangan palsu. 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. 6. Saksi yang membuka identitas pelapor.



 TINDAK



TINDAK



PIDANA



PIDANA



TREND



KORUPSI



KORUPSI



SEMAKIN



SEBAGAI



DAPAT



CANGGIH



BERAKIBAT



CARA YANG



MERUSAK



DIGUNAKAN



PEREKONOMIAN



PELAKU



NEGARA



 EKSTRA ORDINARY CRIME (Kejahatan Luar Biasa): Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi  juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu “kejahatan luar biasa”.



 Upaya Penanggulangannya : 











Untuk menanggulangi kejahatan yang luar biasa tersebut diperlukan suatu kebijakan sosial (sosial policy). Kemudian dijabarkan dalam kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Pada tataran tersebut dirumuskan dan ditegakkan pula kebijakan pidana (criminal policy). Dengan demikian tampak bahwa kebijakan pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang secara keseluruhan berada dalam suatu sistem kebijakan sosial. Oleh karena itu kebijakan pidana harus memiliki sinkronisasi dengan kebijakan penegakan hukum, sedangkan kebijakan penegakan hukum harus pula searah dan dijiwai oleh kebijakan sosial atau arah kebijakan penyelenggaraan negara pada umumnya.



 Trend Perkembangan : Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari  jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta modus operandi yang digunakan juga semakin canggih.



 Faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia meliputi 4 aspek, yaitu: 1.Aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi, seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar.



 2. Aspek Organisasi. yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi.



 3.Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat dimana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktek korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktek korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalah artian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indoenesia.



 4.Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai,  judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.



 MENGAPA KORUPSI TERJADI Tiga Aspek :



Institusi/Administrasi Manusia



KORUPSI



Sosial/Budaya



 1. Kerugian Keuangan Negara ;  



Pasal 2 Pasal 3



2. Suap – Menyuap ; Pasal 5 Ayat (1) huruf a • Pasal 5 Ayat (1) huruf b • Pasal 13 • Pasal 5 Ayat (2) • Pasal 12 huruf a • Pasal 12 huruf b • Pasal 11 • Pasal 6 Ayat (1) huruf a • Pasal 6 Ayat (1) huruf b • • Pasal 6 Ayat (2) Pasal 12 huruf c • • Pasal 12 huruf d



 3. Penggelapan Dalam Jabatan ;  Pasal 8  Pasal 9  Pasal 10 huruf a  Pasal 10 huruf b Pasal 10 huruf c  4. Pemerasan ;  Pasal 12 huruf e  Pasal 12 huruf g Pasal 12 huruf f   5. Perbuatan Curang ;  Pasal 7 Ayat (1) huruf a  Pasal 7 Ayat (1) huruf b  Pasal 7 Ayat (1) huruf c  Pasal 7 Ayat (1) huruf d  Pasal 7 Ayat (2)



 6.Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan ; Pasal 12 huruf i  7.Gratifikasi ; Pasal 12 B jo. Pasal 12 C  8. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tertuang dalam Pasal 21, 22, dan 24 Bab III UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari :



 1. 2. 3. 4.



5.



6.



Pasal 21 : Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi Pasal 22 jo Pasal 28 :Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Yang Tidak Benar  Pasal 22 jo Pasal 29 : Bank Yang Tidak Memberikan Rekening Tersangka Pasal 22 jo Pasal 35 : Saksi atau Ahli Yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu Pasal 22 jo Pasal 36 : Orang Yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu Pasal 24 jo Pasal 31 : Saksi Yang Membuka Identitas Pelapor .



 UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi, harus memenuhi rumusan unsur-unsur sebagaimana termuat dalam masing-masing Pasal, yaitu : Unsur Pasal 2 :  Setiap orang ;  Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;  Dengan cara melawan hukum ;  Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur Pasal 3 :  Setiap orang ;  Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;  Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ;  Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;  Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



 Unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a :  Setiap orang ; Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu ;  Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;   Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam  jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.



Unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b : Setiap orang ;   Memberi sesuatu ;  Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ; Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan  dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Unsur Pasal 13 :  Setiap orang ;  Memberi hadiah atau janji ; Kepada Pegawai Negeri ;   Dengan mengingat kekuasan atau wewenang yang melekat pada  jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.



 Unsur Pasal 5 ayat (2) : Pegawai Negeri atau Penyelanggara Negara ;  Menerima pemberian atau janji ;  Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b  Unsur Pasal 12 huruf a : Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;  Menerima hadiah atau janji ;   Diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam  jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ; Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk  menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam  jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur Pasal 12 huruf b : Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;  Menerima hadiah ;  Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau  karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam  jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ; Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau  karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam  jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.



 Unsur Pasal 11 : 



Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;







Menerima hadiah atau janji ;







Diketahuinya ;







Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.



Unsur Pasal 6 Ayat (1) huruf a : 



Setiap orang ;







Memberi atau menjanjikan sesuatu ;







Kepada hakim ;







Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.



Unsur Pasal 6 Ayat (1) huruf b : 



Setiap orang ;







Memberi atau menjanjikan sesuatu ;







Kepada Advokat yang menghadiri sidang pengadilan ;







Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.



 Unsur Pasal 6 Ayat (2) : 



Hakim atau Advokat ;







Yang menerima pemberian atau janji ;







Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau huruf b.



Unsur Pasal 12 huruf c : 



Hakim ;







Menerima hadiah atau janji ;







Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.



Unsur Pasal 12 huruf d : 



 Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan ;







Menerima hadiah atau janji ;







Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.



 Unsur Pasal 8 



Pegawai Negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;







Dengan sengaja ;







Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu ;







Uang atau Surat Berharga ;







Yang disimpan karena jabatannya.



Unsur Pasal 9 



Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;







Dengan sengaja ;







Memalsu ;







Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.



 Unsur Pasal 10 hurf a  Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;  Dengan sengaja ; Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak  dapat dipakai ; Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan  atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang ;  Yang dikuasainya karena jabatan.



Unsur Pasal 10 hurf b : Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang  ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ; Dengan sengaja ;  Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,  merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai ; Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada pasal  10 huruf a.



 Unsur Pasal 10 huruf c Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang  ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ; Dengan sengaja ;   Membantu orang lain Menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai ; Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana dimaksud pada  Pasal 10 huruf a. Unsur Pasal 12 huruf e :  Pegawai Negeri atau penyelenggara negara ; Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;  Secara melawan hukum ;   Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.  Menyalagunakan kekuasaan.



 Unsur Pasal 12 huruf g :  Pegawai negeri atau penyelenggara negara ; Pada waktu menjalankan tugas ;  Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang ;  Seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya ;   Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang. Unsur Pasal 12 huruf f : Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;  Pada waktu menjalankan tugas ;   Meminta, menerima, atau memotong pembayaran ; Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau  kepada kas umum ;  Seolah olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai hutang kepadanya.  Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.



 Unsur Pasal 7 Ayat (1) huruf a :  Pemborong, Ahli Bangunan, atau Penjual Bahan Bangunan ; Melakukan perbuatan curang ;  Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan ;  Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang  atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Unsur Pasal 7 Ayat (1) huruf b:  Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan ;  Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan ;  Dilakukan dengan sengaja ; Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf a  Unsur Pasal 7 Ayat (1) huruf c : Setiap orang ;   Melakukan perbuatan curang ; Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau  Kepolisian negara RI ; Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan  perang.



 Unsur Pasal 7 Ayat (1) huruf d : 



Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian RI







Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 huruf c) ;







Dilakukan dengan sengaja.



Unsur Pasal 7 Ayat (2) : 



Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian negara RI ;







Membiarkan perbuatan curang ;







Sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) huruf a atau huruf c.



 Unsur Pasal 12 huruf h 



Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;







Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang diatasnya ada hak pakai







Seolah olah sesuai dengan peraturan perundangundangan ;







Telah merugikan yang berhak ;







Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Unsur Pasal 12 huruf I : 



Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;







Dengan sengaja ;







Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan.







Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.



 Unsur Pasal 12 huruf b: 



Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;







Menerima gratifikasi ;







Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.







Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.



Unsur Pasal 21 : 



Setiap orang ;







Dengan sengaja ;







Mencegah, merintangi atau menggagalkan ;







Secara langsung atau tidak langsung ;







Penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.



 Unsur pasal 22 jo. Pasal 28 :  Tersangka ; Dengan sengaja ;  Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu  ; Tentang keterangan harta bendanya atau harta benda istri  suaminya atau harta benda anaknya atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Unsur Pasal 22 jo Pasal 29 : Orang yang ditugaskan oleh bank ;  Dengan sengaja ;  Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan  palsu tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Unsur Pasal 22 jo. Pasal 35 : Saksi atau ahli ;  Dengan sengaja ;   Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu.



 Unsur Pasal 22 jo. Pasal 36 : 



Orang yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia ;







Dengan sengaja ;







Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu.



Unsur Pasal 24 jo Pasal 31: 



Saksi ;







Menyebut nama atau nama alamat pelapor  atau hal-hal lain yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor.



 Menerima Hadiah atau Janji berhubungan dengan Jabatannya Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50  juta dan paling banyak Rp 250 juta 



Pegawai negeri atau penyelenggara negara







Menerima hadiah atau janji







Padahal diketahuinya







 Atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.



 							    

			

		    

		

            

	            

    




    
	
	    
		
		    ×
		    Report "Materi Kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus"

		

		
		    
			Your name
			
		    

		    
			Email
			
		    

		    
			Reason
			-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint


		    

		    
			Description
			
		    

		    
			
			    

			

		    

		    
		

		
		    Close
		    Send
		

	    

	

    




	
	    
		Copyright © 2024 IDOC.TIPS. All rights reserved.
		
		    About Us | 
		    Privacy Policy |  
		    Terms of Service |  
		    Copyright | 
		    Contact Us | 
		    Cookie Policy
		

	    

	    

	
	
	    
		
		    
			×
			Sign In

		    

		    
			
			    
				Email
				
			    

			    
				Password
				
			    

			    
				
				    
					
					 Remember me
				    
				    Forgot password?
				


			    

			    Sign In
			
	
		    

		

	    

	


	
	
	

	
	

	
	
	
	    Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close
	

	
	
    